
JAYA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jalan Kesehatan Nomor 10 Telepon 3451338 Faksimile 3451341

Website : dinkes.jakarta.go.id Email : inkes ak rta. o,

JAKARTA
Kode Pos 10160

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

e-- ooo)- /Et.o" x
Penting
1 Laporan
Penyampaian Laporan
Layanan lnformasi Publik
Tahun2024

Jakarta ,lt Maret 2025

Menindaklanjuti surat dari Komisi lnformasi Provinsi DKI

Jakarta nomor 141lKlP-DKllltzlzs hal Laporan Layanan lnformasi

Publik, melalui surat ini kami sampaikan Laporan Layanan lnformasi

Publik Tahun 2024 Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Atas perhatian dan kerjsamanya, diucapkan terima kasih'

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,

drg iRuspitawati. M.M
NIP,1 6705081992122001

Tembusan
Plt. Kepala Dinas Komunikasi lnformasi dan statistik Provinsi DKI Jakarta

KePada
Yth. Ketua Komisi lnformasi

Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta



Ei,ql, l..l
<J--J

PPBffi 
"*b.tP.nrdor.lntormrsld.n Dokumenta3l

Dlh.r Kelehatan Provlnrl DKI J.kart.

I-APORAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTAST (PP|D)

DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2024

A

-

t-

DINAS KESEHATAN

0
PfflBtar x ,ft)vll{sl Dru J IAm

DINAS KESEHATAN

II



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan

karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan lnformasi dan Dokumentasi Publik

Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Provinsi

DKI Jakarta Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang

direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor'14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik. Laporan ini merupakan hasil

dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada

masyarakat oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang disusun sesuai

mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan lnformasi Publik.

Penunjukan dan Penetapan Sekretaris Dinas Kesehatan sebagai PPID

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas

Kesehatan Nomor 331 lahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat

Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

tahun 2024. Dinas Kesehatan sejak lahun 2022 berpartisipasi pada Monitoring

Evaluasi (Monev) Keterbukaan lnformasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh

Komisi lnformasi Provinsi DKI Jakarta. Pada Monev Tahun 2023 Komisi lnformasi

telah menggunakan Elektronik Monitoring Evaluasi Keterbukaan lnformasi Badan

Publik (e-Monev KIP), sehingga Badan Publik mengisi se/f Assesment Questionair

(sAQ) langsung melalui e-Monev KIP Tahun 2024 dimulai dari pengisian sAQ e-

Monev tanggal I agustus s.d 10 september2024.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan Badan Publik

lnformatif dalam acara Anugerah Keterbukaan lnformasi Publik 2024 yang

diselenggarakan oleh Komisi lnformasi Publik Provinsi DKI Jakarta'

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai

kegiatan pengelolaan, pelayanan dan pendokumentasian informasi publik yang

telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Diharapkan adanya

saran dan masukan yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan

Keterbukaan lnformasi Publik di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta'

Jaka
Sekretaris Dinas

b Januari2025
CS hatan Provinsi DKI Jakarta

Selaku Pejab Pen elo a lnfo si dan Dokumentasi
e at Provi D Jakarta

drg Ria Sun a ri, MARS
NIP. 07262011012006

Dinas
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LAPORAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA |NFORMAST DAN DOKUMENTAST (ppto)

DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI D.AN
DOKUMENTASI PUBLIK

1.1. KEBIJAKAN UMUM
PUBLIK

LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

lnformasi merupakan salah satu hal terpenting bagi manusia dalam
melaksanakan kegiatan sehari-hari di kehidupannya. peranan besar
Pemerintah dalam era keterbukaan informasi publik saat ini menjadi
pondasi penting lahirnya transparansi, partisipasi, kejelasan dan
kepastian informasi di masyarakat. setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah harus mengakomodir
pemenuhan hak dasar bagi masyarakat khususnya dalam memperoleh
informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200g
tentang Keterbukaan lnformasi Publik

Keterbukaan informasi menjadi salah satu syarat dalam tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) dan berlaku bagi seluruh
instansi pemerintah, termasuk Pemerintah provinsi DKI Jakarta. Berbagai
upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada
masyarakat diantaranya melakukan perubahan/inovasi digital dalam
bekerja, termasuk dalam bidang layanan informasi publik. Oleh karena itu,
dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 200g
tentang Keterbukaan lnformasi Publik serta mendukung pelaksanaan
keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, maka pemerintah provinsi
DKI Jakarta telah menetapkan regulasi Nomor 175 Tahun 2016 tentang
Layanan lnformasi Publik sebagaimana yang telah diubah dan ditetapkan
melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi publik dan
Dokumentasi, agar pelayanan informasi kepada masyarakat dapat lebih
optimal.

Peraturan Gubernur Nomor 40 f ahun 2024 secara garis besar
menjelaskan mengenai Kelembagaan pplD, Jenis lnformasi publik, Alur
Mekanisme Pelayanan lnformasi Publik pelaporan, serta Monitoring dan
Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi melalui pplD.
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Selanjutnya penguatan Kelembagaan PPID juga dilakukan
dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025
tentang Struktur Pengelola Layanan lnformasi dan Dokumentasi pada
Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Utama dan pejabat
Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Pelaksana.

1.2. KEBIJAKAN BADAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASIPUBLIK

Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah Pemerintah provinsi
DKI Jakarta memberikan layanan informasi publik melalui pplD.
Penunjukan dan Penetapan Sekretaris Dinas Kesehatan provinsi DKI
Jakarta sebagai PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ditetapkan
melalui Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 33'1 Tahun 2024.

Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jaka(a
menetapkan Standar Pelayanan Provinsi DKI Jakarta Nomor 302 Tahun
2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Dinas Kesehatan
Provinsi DKI Jakarta. Pada Standar pelayanan menginformasikan
mengenai Tata Cara Permohonan lnformasi Publik yang terdiri dari tata
cara memperoleh informasi publik, tata cara mengajukan keberatan atas
permohonan informasi publik dan upaya atas tidak ditanggapnyaitidak
puasnya jawaban keberatan terhadap permohonan informasi publik.
Semua tata cara permohonan sudah dipublikasikan di web/portal pplD
Dinkes httos:i/ppid-d inkes. iakarta.qo. id menu Standar Layanan.

Semua lndikator Pengumuman dan penyediaan lnformasi publik
serta SOP Layanan lnformasi Publik Dinas Kesehatan sesuai ketentuan
Monev Tahun 2024 lelah terpublikasi melalui web/portal pplD Dinkes

s.ll id-dink akarta o.id

Peraturan Komisi lnformasi Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Standar Layanan lnformasi publik PPID, telah mengatur Standar
Operasional Prosedur untuk diumumkan dan disebarluaskan. Dinas
Kesehatan telah membuat 7 (tujuh) SOP layanan informasi publik yang
telah terpublikasi di web/portal PPID Dinkes https://ppid-
dinkes.iakarta.qo.id/sop sebagai berikut:
1) SOP Pendokumentasian lnformasi yang Dikecualikan;
2) SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar lnformasi publik;
3) SOP Fasilitasi Sengketa Pubtik;
4) SOP Pengujian Konsekuensi lnformasi publik;
5) SOP Dokumentasi dan Pengarsipan PplD;
6) SOP Keberatan lnformasi Publik;
7) SOP Pelayanan Permohonan lnformasi dan Dokumentasi publik.

h
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Kepala Dinas Komunikasi, lnformatika, dan Statistik provisi DKI
Jakarta, selaku Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi provinsi
DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1B Tahun ZO24lenlang
Klasifikasi lnformasi yang dikecualikan Pemerintah provinsi DKI Jakarta
tahun 2Q24.

Alur permohonan informasi melalui PPID Dinkes dapat dilakukan
secara onlrne dengan akses web https://opid-d inkes.iakarta.q o.id dan klik
menu permohonan Form Permohonan lnformasi publik https:/ippid-
dinkes.iakarta.oo.id/form permohonan informasi. Kategori permohonan
terdiri dari permohoanan Perorangan, Lembaga/Organisasi, dan
Kelompok Orang. Pemohon diminta mengisi data melalui formulir
permohonan dan unggah/upload KTP Pribadi (perorangan), atau KTp
Pimpinan dan Akte Pendirian (Lembaga/Organisasi), atau KTp pemberi
Kuasa dan Surat Kuasa (Kelompok Orang).

Alur permohonan ijin penelitian secara online dengan akses web
httos://o pid-dinkes.i akarta.qo.id dan klik menu permohon Penelitan dan
mengisi form Permohonan penelitian melalui formulir pemohon dan
unggah/upload surat permohonan dan lnstitusi perihal ijin penelitian yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan provinsi DKI Jakarta, KTp,
KAl(proposal, kaji etik, ijin PTSP (ika penelitian bukan dalam rangka
tugas akhir pada menu ini pemohonon juga dapat melakukan pengecekan
persekolah/kuliah dan penelitian yang tidak didanai oleh ApBN/ApBD),
rekomendasi Kemendagri (untuk penelitian Nasional-2 provinsi atau lebih)
, surat dari BRIN (ika penellti utama WNA), kuesioner atau daftar
wawancara (optional), surat pernyataan yang ditandatangani diatas
materai, pada menu ijin penilitian pemohonan juga dapat melakukan
pengecekan permohonan yang sudah dikirimkan dengan memilih cek
status permohonan maka akan tampil riyawat permohonan dari pemohon.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI OAN
DOKUMENTASI PUBLIK

2.1. SARANA DAN PRASARANA
Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui pplD Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan ketersediaan
sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam
mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:
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2.1.1 Sarana

2.1 .2 P@sa.ana

Ruangan Desk/Meja Layanan lnformasi Publik untuk memudahkan

p"ao-hon informasi menyampaikan permohonan informasi publik
'Ru"ng"n 

dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:

1) Kursi tamu;
Zi l/eja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;

gi z tiu"i unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan

internet;
4) 1 (satu) roll banner Prosedur Permohonan lnformasi Publik;

5) 1 (satu) roll banner Tugas dan Fungsi PPID;

oi r i."trl roll banner Crosedur Pengaluan Keberatan lnformasi

Publik;
7) 1 (satu) roll banner Standar Pelayanan Dinas Kesehatan:

8) 1 (satu) roll banner waktu pelayanan PPID;

9) Form Pengaduan;
1 0)Form Permohonan lnformasi;
''1 1)Form pengaduan dalam bentuk braille

tziForm Fermohonan lnformasi dalam bentuk braille;

1 3) Leaflet Standar Pelayanan Dinas Kesehatan
'14) Ruang tunggu;
1 5) Parkir disabilitas;
16)Kursi roda untuk disabilias dan lansia;

17)Walker alalbantu jalan untuk disabilitas dan lansia;

18)Ramp;
19)Toilet disabilitas

.t

1. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik

yang datang langsung ke meja layanan informasi' melalui

iete[onfax (OZt) SaStSSe dan email dinkes@iakarta'qo id;

2. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh

seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link:

http://ppid-dinkes.iakarta.qo.idyangmeliputi4(empat)submenu'
yaitu:

a. Sub menu Profil (Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta' PPID

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Profil Peiabat

Struktural);

b. Sub menu lnformasi Publik (Daftar lnformasi Publik' lnformasi

Berkala, lnformasi Serta-Merta, dan lnformasi Setiap Saat);

c. Sub menu Standar Layanan (Prosedur Layanan lnformasi Publik'

Prosedur Pengelolaan Keberatan lnformasi Publik' Prosedur

Permohonan Penyelesaian Sengketa lnformasi' Prosedur

Penanganan Sengketa lnformasi, SOP PPID' Kanal Layanan



lnformasi, Maklumat lnformasi Publik, Waktu dan Biaya Layanan,

Standar Layanan );

d, Sub menu Regulasi;

e. Sub menu Galeri (lnfografis, Video, Konten);

f. Sub menu Laporan (Laporan Tahunan Pelayanan lnformasi);

g. Sub menu Berita (Berita PPID, Sosialisasi PPID' Artikel

Kesehatan, lnformasi Kesehatan, Siaran Pers)

2.2,SUMBER DAYA MANUSIA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi

proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, drat1

jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan serta pelayanan lnformasi publik, hingga ke proses

sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh

PPID Dinas Kesehatan. Namun, sesuai dengan Keputusan Kepala

Dinas Kesehatan Nomor 331 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan

Penetapan PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024,

maka pelaksanaan tugas PPID Dinas Kesehatan juga dibantu oleh

Sekretaris, Tim Pertimbangan PPID, dan beberapa bidang yang

ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan lnformasi Publik, Bidang

Pelayanan lnformasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta

Sekretariat PPID.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada

pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian oleh Unit

Pengelola Teknis Pusat Data lnformasi Teknologi Kesehatan Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta selain bertindak sebagai admin sistem,
juga bertugas melakukan monitoring pengelolaan permohonan

informasi publik secara onlrne.

Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

melakukan tugas mengelola PPID serta memastikan pelayanan

informasi publik berlalan sesuai prosedur dan memberikan informasi

tatacara permohonan melalui PPID bagi pemohon yang datang secara

langsung, menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan

melaporkan hasil monitoring secara berkala dan melaporkan kepada

PPID Dinas Kesehatan.

Seksi Standarisasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya

Manusia Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan

(SDMK) menindaklanjuti semua permohonan informasi yang betujuan

untuk penelitian.
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Seluruh Seksi, Subbag dan Subkor di Dinas Kesehatan bertugas

untuk menindaklanjuti permohonan informasi yang meliputi pekerjaan

dan program yang dikelola sesuai disposisi dari Sekretaris Dinas selaku

PPID Dinas Kesehatan.

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 Dinas

Kesehatan telah mengakomodir pelaksanaan PPID Sebesar

Rp. 40.922.690 untuk kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, rapat

koordinasi serta alat tulis kantor dan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data

lnformasi Teknologi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

mengakomodir anggaran kegiatan PPID Rp '17.236.960 untuk

kegiatan penyediaan peralatan perlengkapan kantor,

Rp. 1.730.267.584 untuk kegiatan pengelolaan sistem informasi

Kesehatan.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASIPUBLIK

3.1 JUMLAH PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024, PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

telah memberikan pelayanan informasi kepada 897 pemohon informasi publik,

dengan rincian sebanyak B01 pemohon informasi individu (perseorangan), 0

pemohon informasi berbentuk lembaga/badan hukum dan 98 pemohon

informasi kelompok orang. Semua permohonan informasi diberikan secara

tidak langsung, baik melalui SuraUEmail maupun portal/webslfe PPID Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta htto'.llo id-d inkes.iakarta. qo. id

3.3 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Setiap permohonan informasi umumnya terdiri dari beberapa jenis pertanyaan

dan lebih dari satu jenis informasi publik yang diajukan. Dari seluruh

6

2.3.ANGGARAN

3.2 WAKTU

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam menjawab permohonan

informasi publik adalah selama 10 hari kerja setelah dokumen diverifkikasi

lengkap dan informasi yang diminta tersedia di Dinas Kesehatan Provinsi DKI

Jakarta, jika informasi publik yang diminta dan dibutuhkan koordinasi lebih

lanjut maka akan di informasikan kepada pemohon untuk perpanjangan waktu

penyampaian jawaban.



permohonan informasi publik yang diajukan sebanyak 897 pemohon 
' 
terdapat

sebanyak 667 pemohon informasi yang telah menerima iawaban permohonan'

3.4 JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DTTOLAK

DariPermohonanlnformasipublikyangdiajukansebanyakST9yang
masuk dan terdapat seban yak 230 permohonan informasi yang ditolak dengan

alasan:

a. Pemohon pengajukan lebih dari 1 kali dengan permohonan dan

Perihal Yang sama

b, Data yang diajukan tidak terdapat di Dinas Kesehatan

c.Datalndividutidakdapatdikeluarkankarenatermasukkedalam
daftar data informasi publik yang dikecualikan
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IV. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID

Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terdapat beberapa hambatan dalam

kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, di antaranya

4.1 KENDALA EKTERNAL

1. Meski sudah disematkan informasi terkait pelayanan informasi
publik masih ada beberapa pemohon yang datang langsung ke

untuk tatacara permohonan lnformasi Publik dan ljin penelitian;

2. Meski sudah terdapat menu cek status permohonan masih ada

pemohon yang datang langsung ke Dinas Kesehatan untuk follow

up progress permohonannya;

3. Masih ada pemohon yang mengajukan lebih dari 2 kali dengan
permohonan yang sama;

4. Masih ada pemohon yang meminta data lndividu yang termasuk

dalam daftar lnformasi yang dikecualikan.

4.2 KENDALA INTERNAL

1 . Meski telah dilaksanakan sosialisasi secara berkala,

Bidang/Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan belum sepenuhnya
menyadari dan memahami pentingnya mengelola informasi dan

memberikan pelayanan informasi sebagai implementasi Undang-

Undang Keterbukaan lnformasi Publik;

3.Petugas Seksi dan Sub Bagian Dinas Kesehatan juga masih belum

seluruhnya memahami mekanisme pengecualian informasi publik sehingga

masih ragu dalam menyampaikan dan memberikan jawaban terhadap
permohonan informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang

terbuka sesuai dengan regulasi dan aturan perundangan yang berlaku,

sehingga dapat menyebabkan tertundanya penyusunan draft iawaban
permohonan informasi;

9

2. Meski telah dilaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi secara berkala,

Bidang/Seksi/Sub Bagian Dinas Kesehatan belum sepenuhnya mengerti
penggunaan Sl PPID dalam menindaklanjuti permohonan informasi serta

belum secara konsisten mengelola dan meng-update informasi terbuka

baik informasi berkala, serta-merta dan setiap saat yang terpublikasi di

portal/website PPID Dinas Kesehatan.



5.Belum adanya menu upload hasil penetian, sehingga admin Seksi

Standarisasi dan Pengembangan SDMK koordinasi secara manual

kepada masing-masing peneliti

Tidak terdapat pengajuan keberatan maupun sengketa informasi publik pada

pelayanan informasi publik PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
selama Tahun 2024.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

6.1 REKOMENDASI

Terdapat beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak
lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang

diselenggarakan oleh PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada

waktu yang akan datang, sebagai berikut:

1. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh
Bidang/Seksi/Sub Bagian dan UKPD/UPT Dinas Kesehatan
terhadap layanan informasi publik melalui PPID, secara
berkesinambungan perlu dilaksanakan Pertemuan Koordinasi
berupa Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, atau pun Focus
Group Discusslon untuk dapat memberikan penjelasan serta
berdiskusi bersama dengan Bidang/Seksi/Sub Bagian dan
UKPD/UPT Dinas Kesehatan mengenai tugas, pokok dan fungsi
PPID, serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi
publik serta mekanisme penanganan keberatan dan sengketa
informasi publik;

2. Mendorong UKPD untuk membuat dan menetapkan Pejabat
Pengelola lnformasi dan Dokumentasi sesuai dengan Surat
Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur
Pengelola Layanan lnformasi dan Dokumentasi pada Pejabat
Pengelola lnformasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola
lnformasi dan Dokumentasi Pelaksana;
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4.Belum semua UKPD/UPT Dinas Kesehatan memahami adanya PPID

sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keterbukaan

informasi di suatu Badan Publik dan adanya portal/website PPID Dinas

Kesehatan yang memuat berbagai jenis informasi serta dapat menerima
permohonan informasi secara online.

V. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



3. Pemutakhiran Sistem lnformasi PPID dan portaliwebsife PPID Dinas
Kesehatan Provinsi DKI Jakarta secara berkesinambungan agar
lebih memudahkan masyarakat mengakses permohonan secara
onlinel

4. Pengembangan Sistem lnformasi PPID yang akan digunakan oleh
seluruh Petugas Dinas Kesehatan untuk memaksimalkan pelayanan
informasi kepada masyarakat;

5. Pengoptimalan desk pelayanan informasi di Dinas Kesehatan agar
layanan informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat;

6. Mendorong semua UKPD yang tertuang pada Keputusan Gubemur
Nomor 82 Tahun 2025 untuk memaksimalkan pemanfaatan Website
PPID masing-masing.

7. Menambah menu upload hasil penetian, sehingga memudahkan
admin Seksi Standarisasi dan Pengembangan SDMK dan semua
hasil penelitian dapat rekam pada PPID Dinas Kesehatan

6,2 RENCANA TINDAK LANJUT

'1. Melaksanakan Pertemuan Koordinasi PPID Dinas Kesehatan
bersama B idang/Seksi/S ub Bagian dan UKPD/UPT Dinas

Kesehatan dengan mengundang Narasumber dari Komisi lnformasi
dan PPID Provinsi DKI Jakarta;

2. Mengelola dan mengembangkan Sistem lnformasi PPID dan
portal/webslte PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta secara
berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan dan arahan Komisi

lnformasi dan PPID Provinsi DKI Jakarta;

3. Mengelola dan memutakhirkan Daftar lnformasi Publik (DlP) secara
berkala dan melaksanakan penginputan pada Sl PPID Dinas

Kesehatan Provinsi DKI Jakarta agar seluruh dokumen informasi
publik dapat terdokumentasi dengan baik;

4. Mengoptimalkan desk pelayanan informasi di Dinas Kesehatan agar
layanan informasi dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat;

5. Menyiapkan anggaran khusus pengelolaan PPID Dinas Kesehatan
di APBD Tahun 2025 yang melekat di Sub Bagian Umum Dinas
Kesehatan;

6. Menerbitkan lnstruksi Kepala Dinas agar semua Kepala UKPD yang
ditetapkan memberikan layanan keterbukaan informasi dan
menetapkan PPID serta mengembangkan Sl PPID
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1 Website/situs/portal resmi (Utama) pada website
https://din kes. iakarta.qo. id/
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3. Jumlah Viewers Website

4. Jumlah Pengunduh/ downloaders

RErAflrUUSt$ilLrH PEIiGU|aOUM)OWILODERS t OKUffiN 0,|FOR ASt AIEUX
OIMS XESEHATAX PEOVINSI OKI JIIURTA

r HUX 2024

VE. today 246
Vaits 1O5 488
Pag- today 573
PrgE ,i,2sr.3le

NO JENIS LAPOR,AN kformas P'rrrik
PENGUNDUHDOI/VI,ITOOERS

1 ldofihasr Berkala Laporar AhlmahHas iftE ia

l1 DownloadRagkasan Lapo.an AIG€S lnionnag PLOI*

2 lnfomag SetEp Saal
doamas tleng€na Pe{omal Pe0gehlaan orgaxsag dr kld loan

Dinas lcsehatar Pro!*ls DK Jalala

S'rat lcgn6a.r Dd, klo.mdi RSI* Dinas lcsdElr0 Proribi
0l{ J€iqia

Hoii6si MengerEi Pedonran P€ngelohan Admiargrasi di

lrutunoan oinas Xesddar Provinsi DK Jakaita

oda Stdidl( yar8 Dbud dair o*ebla ol€h ohas Keseiatan

Proynsi 0K Jakana

Sural Peqartrar d€rEao Prhaf Ke{ioa merEefla PerBadaan BaIarE

drfl lrsa
171 oowdoad

Ageida Ksp Pimpnar oiras &s.halan Provirsi 0K Jala& I Download

791 0oMrbad

I-
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Visitor Counter



5. PortalMebsite Resmi PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta:
https J/poid-dinkes. iakarta.qo.id
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6. Profil PPIO PPID Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

drB Ani Ruspnaw.ti. l.i M dr Dw' o{:vi.IiH, 
^!.tpid

dr3. Nuni€r Ria su.dari.M^Rs

7. Permohonan lnformasi dan Pengajuan Keberatan secara online melalui
Portal https://ppid-din kes. iakarta.qo. id
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8. Media Sosial Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
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